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Latar belakang -Konflik 
kehutanan dan penggunaan 
lahan di Indonesia
Indonesia adalah negara yang terdiri lebih dari 17,500 pulau dan lebih dari 

250 juta penduduk dengan keberagaman etnik dan budaya. Ktawasan hutan 

seluas lebih dari 120 juta hektar menjadikannya negara dengan luasan hutan 

tropis terbesar ketiga di dunia, yang menjadi habitat dari 10% dari spesies 

yang ada di dunia. Kehutanan menyumbang sekitar 1% dari pendapatan 

per kapita. Walaupun demikian, pengelolaan hutan menghadapi beberapa 

tantangan. Khususnya tekanan penggunaan  lahan untuk sektor lain diluar 

kehutanan, seperti pertambangan, pertanian, atau perkebunan, yang akhirnya 

mencuatkan pertanyaan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan 

dan pencapaian tujuan perubahan iklim Indonesia. Perubahan lahan ini 

mengakibatkan tingginya angka deforestasi sebesar 0,6 juta hektar pertahun 

(2013/2014), yang diperburuk dengan terjadinya kebakaran lahan dan 

hutan (pada 2015 saja, hampir 2 juta hektar hutan rusak akibat kebakaran). 

Konflik hutan dan lahan mengemuka di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir. Lebih dari 20% dari kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar 

karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau 

perkebunan kelapa sawit. Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi 

dalam konflik ini, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh 

yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan 

hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur 

perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global 

untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi.

Sebagian besar Hutan Indonesia adalah Hutan Negara. Baru pada tahun 2012  

melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (35/2012) mengartikan kembali 

pengertian tentang hutan. Sejak itu, sangat mungkin untuk mendefinisikan hutan 

sebagai “Hutan Adat”, yang kewenangan kepemilikan dipegang oleh komunitas 

adat, dan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Hal ini membuka peluang 

bagi masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan hak hutannya. Walaupun 

demikian, perkembangan perpindahan hak kepemilikan hutan masih rendah.



Mendukung Resolusi Konflik Kehutanan di Indonesia melalui Mediasi 

Berbicara resolusi konflik 
Sejak 2013, the global GIZ Forest Governance Programme (FGP) dan the 
bilateral German-Indonesian Forests and Climate Change Programme 
(FORCLIME) telah bekerja bersama di Indonesia mewakili Menteri 
Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pemerintah Federal Jerman 
(BMZ), untuk memperbaiki kewenangan pengelolaan hutan pada tingkat 
lokal dan memperkuat akses komunitas lokal atau adat atas sumberdaya 
hutan. The GIZ programmes bekerja sama dengan dua lembaga dengan 
kelembagaan multipihak, dengan Working Group on Forest Land Tenure 
(WGT) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 
melakukan pemetaan hutan adat, hak atas lahan dan konflik terkait, 
dengan mengembangkan mekanisme inovatif untuk resolusi konflik 
pada tingkat lokal di Kabupaten Berau dan Kapuas Hulu di Kalimantan.

Dengan kerjasama ini, beberapa hasil sudah dicapai, yang 
dapat mendukung jalan keluar atas konflik kehutanan:

•	 Studi tentang menentukan kelembagaan dan dasar hukum untuk resolusi 
konflik kehutanan di Indonesia yang dilakukan bersama tim konsutan.1 
antara Maret sampai Desember 2015. Termasuk didalamnya, studi literatur, 
wawancara, dan workshop dengan stakeholder kunci di dua wilayah 
kabupaten yang merupakan area Pilot yang dikembangkan FORCLIME’s 
pilot, yaitu Kapuas Hulu and Berau (in Kalimantan), juga di Jakarta. Studi 
tidak hanya fokus pada menciptakan kesepahaman yaqng lebih baik 
dalam membuat dasar hukum dan kelembagaan, tapi juga membangun 
mekanisme untuk resolusi konflik yang efektif di tingkat kabupaten. 

•	 Penilaian tenurial di sebagian unit kesatuan pengelolaan hutan 
menjadi penyedia informasi dan data yang komprehensif di seluruh 
Indonesia, memuat konflik yang terjadi dan potensial antara para 
pihak. Penilaian ini menjadi dasar dari mediasi dan resolusi konflik. 

•	 Pengembangan kapasitas untuk staf pemerintahan, sektor swasta 
dan masyarakat sipil telah dilakukan di Jakarta, serta di kabupaten 
Berau dan Kapuas Hulu. Pelatihan terutama difokuskan pada 

1 Tim ini terdiri dari ahli internasional GOPA, Jerman, yang bertanggung jawab untuk 
analsis kelembagaan, dan tim ahli dari WGT, Indonesia, untuk melakukan analisis 
hukum.
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instrumen analisis kepemilikan lahan, pemetaan partisipatif 
dan mediasi konflik yang berkaitan dengan hutan dan lahan.

•	 Kolaborasi mendukung mediasi konflik penggunaan lahan yang ada di 
Kapuas Hulu dan Berau. Konflik di Kapuas Hulu mengenai batas desa 
administratif berhasil diselesaikan melalui mediasi, yang difasilitasi oleh 
WGT. Di Berau, Nota Kesepahaman antara masyarakat desa empat dan 
sebuah perusahaan kayu negara ditandatangani untuk mengembangkan 
“pola kemitraan” dalam area Kesatuan Pengelolaan Hutan.

•	 Pedoman, buku saku dan pelajaran mediasi dan konflik penilaian disusun 
dan diterbitkan. Beberapa praktek yang diterbitkan, sudah diterapkan oleh 
pusat pelatihan in-house Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

•	 Memberi masukan untuk perumusan atau perbaikan peraturan nasional 
dan undang-undang tentang resolusi konflik. Bekerja sama dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WGT terlibat dalam 
merumuskan Peraturan Menteri baru untuk Penanganan Konflik.
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Paska pemerintahan era Soeharto pada tahun 1998, kewenangan 
pengelolaan hutan di Indonesia bergeser dari nasional ke tingkat kabupaten. 
Proses resentralisasi ini adalah kesempatan pertama bagi pemerintah 
kabupaten untuk berpartisipasi dan mempunyai kewenangan dalam 
pengelolaan hutan. Namun, pelaksanaannya terbentur oleh perjuangan 
hak-hak properti dan ketidakpastian hukum. Terlebih pada tahun 2014 
ketika Presiden Yudhoyono menandatangani dan mengeluarkan hukum 
nasional Nomor 23, yang akan menyebabkan resentralisasi parsial 
struktur pemerintahan mulai 2017 dan tanggung jawab seterusnya untuk 
pengelolaan hutan terletak di pemerintah provinsi. Perubahan tata kelola 
drastis selama dekade terakhir ini, ditambah adanya Kementerian yang 
berorientasi sangat sektoral, mengakibatkan banyak peraturan yang 
tumpang tindih, termasuk tanggung jawab untuk penyelesaian konflik.

Banyak proses perubahan untuk meningkatkan tata kelola hutan telah 
dimulai di Indonesia pada tahun-tahun terakhir. Selain Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35/2012 tentang “ Hutan Adat “, termasuk didalamnya “ 
Kebijakan Satu Peta” adalah upaya untuk membangun, basis peta tunggal 
secara nasional yang konsisten dengan sistem geo-referensi umum untuk 
kawasan hutan yang telah dikukuhkan dan bentuk lain dari penggunaan 
lahan. Peta ini harus digunakan oleh semua instansi dan tingkat pemerintahan 
untuk memperjelas hak dan mengurangi konflik. Selain itu, undang-undang 
yang ada ditinjau dengan tujuan untuk mengurangi kompleksitas yang tidak 
perlu dan kebingungan dalam kerangka hukum. undang-undang baru ahrus 
mengandung transparansi, resolusi konflik, reformasi agraria, pengelolaan 
sumber daya alam, dan reformasi layanan sipil. Menyangkut manajemen konflik 
khususnya, masih banyak peraturan yang berbeda di tiap tempat. Peraturan 

Menyiapkan kelembagaan dan hukum 
dalam resolusi konflik di Indonesia
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ini kadang-kadang tumpang tindih atau bahkan bertentangan, seperti fungsi 
dan tanggung jawab institusional. Untuk memahami kelembagaan set-
up perlu secara terpisah meninjau nasional maupun tingkat sub-nasional.

TINGKAT NASIONAL
Ada dua otoritas utama yang mengatur hak atas tanah: Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan atas kawasan hutan, 
sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengendalikan lahan 
diluar kawasan hutan, diklasifikasikan sebagai kawasan non-hutan. Beberapa 
lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta di 
bawah Departemen Agraria dan Tata Ruang) telah diberikan mandat untuk 
menyelesaikan konflik hutan dan lahan. Namun, lembaga tersebut berumur 
pendek dan hanya sedikit inispu iatif yang mmencapai tingkat pelaksanaan.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah kurangnya koordinasi antara badan-
badan nasional yang berbeda, yang bertanggung jawab untuk kebijakan 
kehutanan dan penggunaan lahan, mengingat bahwa banyak batas-batas hutan 
diperdebatkan, atau setidaknya secara hukum ambigu, dan rentang lebih dari 
berbagai jenis tanah. Resolusi konflik tersebut memerlukan upaya terpadu 
oleh instansi dan sektor yang berbeda. Pada 2015, Pemerintah Indonesia 
membentuk Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 
di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat ini 
menjadi aktor nasional utama dalam pelaksanaan resolusi konflik hutan.

Organisasi non-pemerintah nasional dan internasional (LSM) yang aktif 
di tingkat nasional, juga. Lembaga-lembaga ini menawarkan advokasi 
kebijakan dan reformasi hukum, analisis dan dokumentasi sengketa 
serta layanan resolusi konflik praktis. Yang terakhir sebagian besar terdiri 
dari fasilitasi dan mediasi antara perusahaan dan masyarakat lokal. Jasa 
penyelesaian konflik independen masih terbatas, namun disediakan 
oleh misalnya Impartial Mediator Network (IMN) sebagai ahli jaringan 
mediasi khusus dengan anggota masyarakat sipil, pemerintah dan sektor 
swasta, atau oleh Kelompok Kerja Tenurial (Working Group on Forest 
Land Tenure - WGT) . Sektor swasta hanya akhir-akhir ini bergabung 
sebagai perusahaan kayu besar, pulp dan kertas, dan perkebunan 
pertanian dan membungkusnya dalam aksi komitmen perusahaan.

TINGKAT SUB NASIONAL
Pada tingkat sub-nasional dasar hukum untuk penyelesaian konflik hutan tak 
begitu kentara, hanya sedikit peraturan daerah (PERDA) telah diberlakukan 
sejauh ini. Di dua kabupaten Berau dan Kapuas Hulu, penelitian telah 
menemukan terutama tiga lembaga pemerintah dengan tugas menyelesaikan 
konflik tanah dan kehutanan. Lembaga-lembaga ini telah dimulai top-down 
oleh undang-undang nasional dan bukan oleh kabupaten atau pemerintah 
provinsi langsung. Sebuah representasi berbasis distrik Direktorat Jenderal 
Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - KLHK, bagaimanapun, 
belum ditetapkan. Meskipun ada variasi di kabupaten tertentu, yang 
mencerminkan kebijakan lokal, pendekatan bottom-up nyata untuk resolusi 
konflik tidak ada. Juga, tidak ada lembaga koordinasi di seluruh kabupaten 
untuk semua konflik dari kehutanan dan lahan sektor. Staf yang direkrut 
untuk resolusi konflik di dua kabupaten biasanya memiliki pengetahuan, 
pengalaman dan keterampilan terbatas dalam resolusi konflik kolaboratif 
dan sebagian besar kekurangan dana untuk memenuhi tugas yang diberikan.
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SIMPULAN PENELITIAN UTAMA
Indonesia berada di tengah transisi menuju pemerintahan politik nasional 
yang baru, dengan restrukturisasi besar-besaran ditandai bergabungnya 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan keputusan aturan 
otonomi resentralisasi baru dan kewenangan atas pengelolaan hutan dari 
kabupaten ke tingkat provinsi. Ini menandakan adanya tantangan dan 
kebijakan yang cepat berubah dan konteks kelembagaan. Ada peluang dan 
harapan tentang orientasi pemerintah yang baru terpilih, tetapi situasi ini 
juga memunculkan banyak ketidakpastian, dan spekulasi tentang perubahan 
yang terbentang di depan. Di satu sisi, ketidakpastian ini menjadi tantangan 
yang signifikan dalam menawarkan rekomendasi tertentu, di sisi lain, 
ini adalah waktu yang tepat untuk membahas prakarsa dan konsep baru 
sebagai masukan untuk pilihan penting untuk dilakukan di masa depan.

Di bidang pertanahan dan kehutanan Indonesia, resolusi konflik praktis 
masih dalam tahap awal. Meskipun banyak undang-undang telah dibuat 
dan banyak lembaga yang dibuat sementara, sangat sedikit inisiatif telah 
mencapai tingkat implementasi. Mengingat perbedaan besar dalam kapasitas 
antara Jakarta dan wilayah lain di Indonesia, sangat sedikit dan sebagian 
besar mediator Jakarta yang kirim sebagai ad-hoc, intervensi konflik singkat 
dan terbatas ke lapangan. Kurangnya kualitas sangat terlihat, mediator 
yang berpengalaman dan organisasi yang bekerja di mediasi multi pihak 
dalam pengelolaan sumber daya alam di lapangan. Mengatasi isu-isu kunci, 
membutuhkan pengembangan kapasitas manusia baik untuk individu dan 
organisasi, serta langkah-langkah untuk mengaktifkan kerangka hukum dan 
politik yang diperlukan untuk penyelesaian yang sukses dari konflik hutan 
dan lahan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan langkah bijak, 
pendekatan bottom-up untuk membangun kapasitas dan memperkuat 
sistem secara keseluruhan untuk resolusi konflik lahan dan hutan.

Mekanisme yang diajukan untuk 
memperkuat resolusi konflik kehutanan  
Untuk mengatasi kekurangan dalam penyiapan kelembagaan dan hukum, 
penelitian yang disebutkan di atas, studi ini mengusulkan pembentukan 
sebuah peningkatan mekanisme resolusi konflik hutan di tingkat kabupaten. 
Ini adalah pusat mekanisme untuk tim mediasi multi-stakeholder, dibawah 
desk penanganan konflik, dengan tugas (1) memberikan penilaian konflik dan 
layanan mediasi, dan (2) secara efektif mengkoordinasikan kegiatan resolusi 
konflik lintas sektor, dan dengan provinsi dan level nasional. Pembentukan 
“desk resolusi konflik” seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 adalah 
membangun prinsip ‘subsidiaritas’ untuk memungkinkan manajemen konflik 
di tingkat konsistensi paling cepat dengan solusi mereka (nasional, provinsi dan 
kabupaten). Fungsi efektif dari sistem terkait tersebut akan memungkinkan 
tingkat nasional dan provinsi untuk meminta penilaian konflik dan layanan 
mediasi dari mediator berbasis kabupaten, sedangkan tingkat kabupaten bisa 
meminta dan menerima bantuan dari tingkat provinsi atau nasional. Dengan 
demikian, penguatan kapasitas di tingkat sub-nasional dan menghubungkan 
sistem resolusi konflik memberikan sinergi dan kesempatan untuk menangani 
kasus-kasus konflik yang lebih di masa depan dengan peluang sukses yang 
lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Selain itu, pendokumentasian hasil 
pembelajaran dari proses resolusi konflik dapat digunakan untuk kebijakan 
preventif konflik, hukum dan reformasi kelembagaan jangka panjang.
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Pelaporan konflik
Terbuka untuk konflik yang 
terkait sektor: kehutanan, 
pertambangan, perkebunan, 
transmigrasi, dan vatas 
administrasi desa

•	 Menerima dan mendaftarkan 
kasus konflik

•	 Merujuk kasus konflik
•	 Melaporkan ke Tim Mediasi 

Multi Pihak

•		 Penilaian & mediasi konflik
•     	Menentukan langkah lanjut untuk 

melaksanakan kesepakatan
•    	mendokumentasikan proses 

mediasi dan luaran
•     Koordinasi tindak lanjut

Desk Penanganan Konflik Tim Mediasi Multi Pihak

Kasus 
kompleks

Isu-isu 
sederhana

Lembaga di tingkat 
Pemerintahan Kabupaten

Lembaga di tingkat 
Pemerintahan Provinsi

Lembaga di tingkat 
Pemerintahan Nasional

Penegakan Hukum

Luaran 
pelaksanaan 

resolusi 
konflik

Kesepakatan
Langkah berikut untuk 
penerapan kesepakatan

Tidak ada 
kesepakatan

Merujuk isu konflik ke agen 
atau system eksternal

Gambar 2: Mekanism yang 
diajukan untuk resolusi konflik di 
tingkat kabupaten Tindak lanjut

Beberapa rekomendasi kunci dari studi tersebut di atas sudah dalam 
proses implementasi. Kerjasama dengan WGT, misalnya, dilanjutkan 
dengan FORCLIME untuk membuat mekanisme peningkatan resolusi 
konflik hutan pilot di tingkat kabupaten di Berau dan Kapuas Hulu, 
yang melibatkan pemangku kepentingan utama dari pemerintah 
sub nasional, tokoh adat, sektor swasta dan masyarakat sipil. Untuk 
meningkatkan koordinasi vertikal, semua kegiatan dilakukan dalam 
kerjasama erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai mekanisme pelaksanaan  dan pemenuhan fungsinya, sangat penting 
untuk memperkuat kapasitas manusia dan kelembagaan untuk resolusi 
konflik di tingkat sub-nasional. Ini termasuk pengembangan kapasitas 
bagi staf dari unit koordinasi konflik (tim mediasi dan desk penanganan 
konflik), serta para pemangku kepentingan utama di tingkat provinsi, 
kabupaten, dan kecamatan. Staf perlu pelatihan untuk  penilaian konflik, 
mediasi, serta penegasan peran dan fungsi mereka. Selain itu, pilihan-pilihan 
perlu dieksplorasi pada bagaimana mediasi konflik hutan dan penggunaan 
lahan dapat dibiayai secara berkesinambungan di masa mendatang.

Mediator yang berimbang untuk mediasi multi-pihak di sektor sumber 
daya alam sangat penting tapi sejauh ini tidak tersedia di tingkat sub-
nasional. Pelatihan bagi individu di tingkat kabupaten atau provinsi menjadi 
mediator bersertifikat, dan pembentukan tempat untuk mediator setempat, 
karena itu akan sangat dibutuhkan untuk memenuhi meningkatnya 
permintaan untuk mediasi ketika mekanisme tersebut bekerja.

Untuk memperkuat keseluruhan sistem dalam resolusi lahan dan 
hutan konflik, lebih dianjurkan untuk menggunakan pengalaman dan 
pembelajaran selama tahap uji coba dari mekanisme yang diusulkan 
untuk kebijakan dan tinjauan hukum. Sebuah sistem terkait, yang 
dapat mengkoordinasikan berbagai sektor dan semua tingkat tata 
kelola hutan, dapat direplikasi jika menghasilkan dampak positif pada 
pencegahan sengketa secara proaktif dan resolusi konflik yang reaktif.
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